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® GAJI DEWAN...
Sambungan dari hal 21

Bahkan tunjangan khusustrans-
portasi ini pun cukup fantastis,
mencapai Rp 32 juta. :

Selain tunjangan transportasi
yang tinggi, sesuai PP 18 Ta-
hun 2017 tentang Tunjangan

wan yang telah ditindaklanjuti
dengan pembentuk Peraturan
Daerah (Perda) Badung. Di luar
gaji pokok bulanan, Dewan Ba-
dung juga mendapat tunjangan
perumahan, serta tunjangan
komunikasi.
Dari keterangan yang diperoleh
koran ini menyebutkan bahwa
ilan anggota dewan per
bulan bakal tembus di angka
Rp100 juta per bulan. “Gaji an-
ggota dewan rata-rata Rp 98 juta
per bulan. Ini nanti bisa tembus
Rp 100 juta,” ujar sumber koran

Pimpinan dan Anggota De-

Rp 39,9 Juta Per

ini dilingkungan dewan Badung
yang enggan namanya disebut-
kan, kemarin (15/8).

Kenaikan pendapatan dewan
jugaditunjang dengan tunjangan
transportasi yang begitu besar.
Karena kalangan dewan banyak
memilih tunjangan transportasi
ketimbang mobil dinas.

Hanya saja penarikan 37 mob-
din anggota dewan ini akan
menyisakan masalah baru.
Karena ada 37 sopir dewan
dengan status tenaga kontrak
yang nasibnya bakal terancam
diberhentikan. “Iya, kalau saya
pilih uang ketimbang mobil.
Kalau soal sopir, itu kan uru-
san sekretariat,” jelas seorang
anggota dewan yang menolak
namanya dikorankan.

Begitu juga anggota dewan
lain berpendapat kalau me-
mang mobdin dewan ditarik
bisa saja sopir ini tetap bekerja.

Namun, gajinya dibayar sendiri
oleh para anggota. “Dewan kan
pilih uang. Kalau mau pakai
SOpir ya gaji sendiri,” jelasnya.
Sementara Ketua DPRD Ba-
dung I Putu Parwata menya-
takan masalah ditarik atau ti-
daknya mobdin anggota DPRD
Badung ini masih tahap pem-
bahasan. Namun, sesuai atur-
an terbaru yakni PP 18/2017
tentang hak keuangan dan
administratif pimpinan dan an-
ggota DPRD, para wakil rakyat
diberikan pilihan untuk meng-

- gunakan mobdin atau meng-

ganti dengan uang transportasi.
“Iya, sekarang kan diberi kebe-
basan, pakai mobil dinas atau pi-

lih uang tunjangan transportasi.

Kalau pilih uang, ya nggak dapat
mobil. Otomatis mobil dinasnya
harus ditarik,” ujarnya.
Sejauh ini, mobdin para ang-
gota dewan belum ditarik karena
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Terkait Kasus Korupsi
Dana Hibah Anggota
DPRD Klungkung

DENPASAR-Sidang kasus du-

gaan korupsi bantuan dana hibah
pembangunan Merajan Sri Kres-
na Arya Kepakisan di Dusun An-
. jingan, Desa Getakan, K
senilai Rp 200 juta dengan terdak-
wa anggota DPRD Klungkung
Wayan Kicen Adnyana dan,dua
anaknya I Ketut Krisnia Adi Putra
dan Kadek Endang Astiti, Rabu
(16/8) kembali digelar di Penga-
dilan Tipikor Denpasar.
Mengagendakan pemeriksaan
saksi, pada sidang dengan Ma-
jelis Hakim pimpinan Ni Made
Sukereni, Jaksa Penuntut Umum
(JPU) Meyer V. Simanjuntak
dkk menghadirkan lima saksi.
Kelima saksi itu, yakni mantan
Perbekel Getakan, Banjarang-
kan, Klungkung, Dewa Ketut
Widana; Perbekel aktif Desa

Usaha BPIK RI Perwaldlar Pri

vinsi Bali

Getakan Tjokorda Putra Parwa-

ta; Bendesa Pekraman Getakan
Ketut Suana; Pegawai kontrak
di Fraksi Partai Gerindra DPRD

Klungkung Ni Wayan Mnryaﬂ

dan Kabag Kesra Kabupaten
Klungkung Wayan Winata.

Pada pemeriksaan pertama,
JPU menghadirkan tiga saksi
sekaligus, yakni mantan perbekel
Getakan, perbekel Getakan dan
bendesa pekraman Pekraman.
Yangm darike :
‘gan me! iadan-
yalahandanbangunandanMer—
ajan Sri Kresna Arya Kepakisan di
Dusun Anjingan, Desa Getakan,
Banjarangkan, Klungkung. “Kami
juga tidak tahu adanya proposal
termasuk pencairan dana
“ujar mantan Perbekel Getakan
DewaKetut Widana.

Bahkan, saat JPU dan penase
hat hukum terdakwa menun-
jukkan adanya tanda tangan
saksi pada proposal yang diaju-
kan oleh panitia pemb;

" merajan (para terdakwa), th

mengaku tidak lahu Saya tldak
tahu tanda tangan itu. Pada saat
itu tidak ada proposal yang dia-
jukan, kalau kemudian ada tanda
‘tangan itu kata terdakwa sebagai
_contoh,”ujar saksi Widana.

- Demikian juga saat ditanya
latar belakang para terdakwa,
Widana mengaku untuk dua
terdakwa yang tak lain anak dari
anggota Fraksi Partai Gerindra

: Klungkung Wayan Kicen, yak-

ni I Ketut Krisnia Adi Putra dan
Kadek Endang Astiti, tidak kenal.

“Kalau bapaknya kenal sebagai
anggota dewan, tapi untuk dua
anaknya keseharian dan peker-
jaannya apa saya tidak tahu. Saya
tahu bahwa mereka adalah war-

hibah, ga saya di Anjingan,’paparnya.

- Senada dengan Widana, saksi

- kedua, yakni Perbekel Getakan

Tjokorda Putra Parwata. Di
depan persidangan, sebagai
perbekel aktif, saksi juga men-
yatakan hal yang sama. Pihak-
nya tidak tahu menahu kalau

bangunan pura merajan dari

dana hibah APBD Klungkung. *

Sedangkan Bendesa Pekraman
Getakan, Ketut Suana juga tidak
mengetahui adanya pembangu-
nanpuramerajanyang dimaksud.

Sementara saksi lain yakni Ni
Wayan Maryati mengatakan, dia
hanya diminta untukmengajukan
proposal oleh terdakwa Kicen ke
bagian Kesra. Selanjutnya setelah
proposal diterima staf Budiani, dia
tidak tahu sepertiapakelanjutann-
ya. “Tugas saya hanya membantu
bapak-bapak di Fraksi Gerindra.
Baik mengetik, membawa pro-

_posal ataumenyiapkan keperluan

lain. Tapi khusus ini saya tidak
dikasih uang jajan, “aku Maryati.
Terakhir saksi yang juga Kabag
KesraKlungkung Wayan Winata
di depan persidangan, han-
ya membantu SK Penetapan
dari OPD terkait yakni Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
Klunngkung. “Jadi kami hanya
bergantung dari rekomendasi

SKPD dan OPD terkalt Setelah
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ada pengajuan proposal pem-

itu kami kuatkan SK untuk

- kemudian bisa diajukan ke ba-

gian keuangan “jelasnya.

Menurumya saat pehgajuan
proposal, para terdakwa awal-
nya mengajukan sekitar Rp 300
juta, namun yang bisa dicairkan
RP 200 juta.

Setelah cair, kata Winata, adan-
ya penyelewengan justru dari
hasil Monev yang dilakukan
BPK RI pada bulan Maret 2016.
“Saat itu kebetulan kami (Kesra)
bertugas mendamplngl Baru
dari hasil itu, kami laporkan
ke atasan yakni asisten, sekda
termasuk bupati. Hasilnya kami

- diminta txndaklan;uu dan turun

padabulan Mei 2016,"paparnya.
Atas keterangan para saksi, para

terdakwa yang didampingi pe-
nasehat hukumnya membenar-

. kan. Selanjutnya s1dang ditunda

dan dilanjutkan pekan depan.
Sebagaimana diketahui sebel-
umnya dalam kasus ini, para
terdakwa dijerat dengan pasal
berlapns (pra/dot)

il

gunan
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